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PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES

NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG:
1. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
2. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

Menimbang

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal

73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang

Badan Permusyawaratan Desa;

. bahwa penyakit tidak mengenal batas wilayah,

usia, status sosial dan jenis kelamin, sehingga
perlu dilakukan pencegahan dan
penanggulangan penyakit agar hak hidup sehat
yang merupakan hak asasi manusia dapat
terpenuhi;

bahwa mobilitas penduduk, pola hidup serta
perubahan lingkungan yang tidak baik dapat
mempengaruhi perubahan pola penyakit,
termasuk yang dapat menimbulkan Kejadian
Luar Biasa, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
dan/atau wabah  yang ' membahayakan
kesehatan masyarakat;

SALINAN



d. bahwa diperlukan adanya landasan hukum
dalam rangka pencegahan dan penanggulangan
penyakit yang merupakan salah satu bidang
urusan pemerintahan daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, huruf ¢, dan huruf d
perlu membentuk peraturan daerah;

f bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e serta
hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Brebes pada tanggal 29 Maret 2021 maka perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984
tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3656)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5619);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan UU

no 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2019 Nomor 183),
Tambahan Lembaran Negara  Republik

Indonesia Nomor 6398);

Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495); sebagaimana diubah dengan Undang -

Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja |
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran
Negara Republik

Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara
Republik

Indonesia Nomor 5587),
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sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018
tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991
tentang Penanggulangan Wabah Penyakit
Menular (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Inonesia Nomor
5539)sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11,
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Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 57);

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4

Tahun 2015 tentang Keuangan Desa ( Noreg

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Propinsi

Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015);

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 5)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun

2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6
Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor
6) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Derah Nomor 4 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015
tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3
Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun
2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Brebes Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor
10 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan
Kabupaten = Brebes (Lembaran  Daerah

Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 7,
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Tembusan:

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Brebes Nomor 7);

19. Peraturaan Daerah Kabupaten Brebes Nomor

1 Tahun 2020 tentang Pemenuhan dan
Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di
Kabupaten Brebes ( Lembaran Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Brebes Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Brebes tentang:
1. Badan Permusyawaratan Desa;
2. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
sebagaimana tercantum pada lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.
Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati
Brebes untuk dapat ditindaklanjuti
sebagaimana mestinya.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 30 Maret 2021
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
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Bupati Brebes;
Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;

Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.





